Batas Usia Anak dalam Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Positif  Perspektif Hukum Pidana Islam by Basri, Mustakim Mahmud
 BATAS USIA ANAK DALAM PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF PERSFEKTIF 





Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Islam 
(S.HI) Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
 Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 
 
Oleh 
MUSTAKIM MAHMUD BASRI 
 NIM. 10300108043 
 
 
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN 
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 






Pembimbing penulisan skripsi Saudara Mustakim Mahmud Basri, Nim: 
10300108043, mahasiswi Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas 
Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan 
mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, ”Batas Usia Anak dalam 
Pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Pidana Positif Persfektif Hukum 
Pidana Islam” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat 
ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah. Demikian 
persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut. 
 
 
   Samata-Gowa, 24  Juli 2012 
 
Pembimbing I      Pembimbing II 
 
 
    Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag                          Drs. Muhktar Lutfhi, M.Pd. 





PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama    : Mustakim Mahmud Basri 
NIM    : 10300108043 
Tempat/Tgl Lahir  : Barru/ 26 Mei 1990 
Fakultas/Jurusan  : Syariah dan Hukum/ HPK 
Angkatan   : 2008 
Alamat                       : Griya Harapan Pannampu, Kel. Pannampu, Kec. Tallo, 
Makassar 
 
Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi 
yang berjudul Batas Usia Anak dalam Pertanggungjawaban pidana menurut hukum 
pidana positif Persfektif hukum pidana Islam adalah benar hasil karya sendiri. Jika 
dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau 
dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang 
diperoleh batal demi hukum. 
 
Makassar, 14 Juli 2012 
Penyusun, 
           
      
 MUSTAKIM MAHMUD BASRI 




     
Puji syukur kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayahnya sehingga penulisan skripsi  dengan judul “Batas Usia Anak dalam 
Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif Persfektif hukum pidana 
Islam, dapat terselesaikan. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar 
Muhammad saw., teladan terbaik sepanjang zaman, sosok pemimpin yang paling 
berpengaruh sepanjang sejarah kepemimpinan, sosok yang mampu menumbangkan 
tirani penindasan terhadap nilai-nilai humanitas, yang dengannya  manusia mampu 
berhijrah dari satu masa yang tidak mengenal peradaban menuju kepada satu masa 
yang berperadaban.  
Disadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 
berbagai pihak dan selayaknya menyampaikan terimah kasih sebesar-besarnya atas 
bantuan dan andil dari mereka semua, baik materil maupun moril. Untuk itu, terima 
kasih yang tak terhingga kepada: 
1. Kedua orang tuaku, Ayahanda H.M. Basri Haruna. S.H  dan Ibunda Hj. 
Supiani Naing yang  mendidikku, menyekolahkanku hingga pendidikan 
tinggi, serta doa dan dukungan yang tiada henti dalam menyertai langkah 
dalam menapaki jenjang pendidikan hingga bisa menyelesaikan pendidikan 
sarjana  di Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar. 
2. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS., selaku Rektor UIN Alauddin 





3. Bapak Prof. Dr. Ali Parman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. 
Serta para dosen fakultas Syari’ah dan Hukum. 
4. Bapak Drs. Hamzah Hasan, M.HI, dan Dra. Nila Sastrawati, M.Si., selaku 
Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana & Ketatanegaraan yang telah 
banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi, 
serta K’ Sri dan K’ Hilma selaku Staf Jurusan. 
5. Bapak Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag dan Bapak Drs. Muhktar Luthfi, M.Pd. 
selaku pembimbing yang telah banyak mengarahkan penulis dalam 
perampungan penulisan skripsi. 
6. Adikku  Adil Hidayat, Alamsyah Basopi dan Salman Al Farisi, yang telah 
membantu dan memberi dukungan untuk dapat segera menyelesaikan studi 
dan selalu membantu  dikala letih.  
7. Saudara-saudariku tercinta, Nia Rahmania, Abd Wahab Suwakil, Nurcholis 
Rafid, Ahmad Fauzi, Fatmah, Evayanti, M Alfian, Zulkarnain, Abdul Shidiq, 
Ibrahim Limpo, yang telah banyak menemani mengarungi bahtera kehidupan 
kampus yang berliku-liku dan dengan segala suka dukanya. 
8. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2008 baik dari jurusan Hukum Pidana 
& Ketatanegaraan maupun jurusan lainnya  yang bersama-sama menjalani 
suka dan duka selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah & Hukum, 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Good Luck. Tak terkecuali 
semua rekan-rekan mahasiswa khususnya Fakultas Syariah dan Hukum serta 
semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang banyak 
memberikan bantuannya, baik moril maupun materil dalam penyelesaian 
skripsi ini.  
 
Sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, demi 




Semoga Allah swt. memberikan balasan yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa, 
kebaikan serta bantuan yang diberikan. Akhirnya semoga skripsi ini memberi manfaat 
bagi semua pembaca. Amin 
 
                Samata-Gowa, 14 Juli 2012 
            
                  
      MUSTAKIM MAHMUD BASRI 




                                                                                                         
                                                                                                                                   
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i 
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ......................................... ii   
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING................................................... iii 
HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................... iv 
DAFTAR ISI ......................................................................................................... v  
KATA PENGANTAR ......................................................................................... vii 
DAFTAR TRANSLITRASI ................................................................................. x 
ABSTRAK ........................................................................................................... xii 
BAB    I   PENDAHULUAN 
A Latar Belakang Masalah .......................................................................... 1 
B Rumusan Masalah.................................................................................... 6 
C Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .............................. 7 
D Tinjauan Pustaka...................................................................................... 8 
E Metode Penelitian ................................................................................... 10 
F Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................................ 11 
G Garis Besar Isi Skripsi ............................................................................ 12 
BAB II  PELANGGARAN PIDANA ANAK ANAK DALAM HUKUM   
PIDANA POSITIF 
A Beberapa Kriteria Anak dan Hukuman .................................................. 14 
1. Pengertian Anak ............................................................................... 14 
2. Pengertian Hukuman ........................................................................ 19 
B Perbuatan anak yang Dianggap sebagai Suatu Pelanggaran .................. 21 
C. Ketentuan Pemidanaan .......................................................................... 25 
BAB III PELANGGARAN PIDANA ANAK ANAK PERSFEKTIF    
HUKUM PIDANA ISLAM 
A Kriteria Anak dan Hukuman .................................................................. 31 
1. Pengertian Anak ............................................................................... 31 
2. Pengertian Hukuman ........................................................................ 38 
v 
  
B Perbuatan Anak-anak yang Dianggap sebagai Suatu Pelanggaran 
Persfektif hukum pidana Islam .............................................................. 40 
C Ketentuan Pemidanaan........................................................................... 41 
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 
TERHADAP ANAK-ANAK DALAM HUKUM PIDANA POSITIF 
PERSFEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM 
A Kriteria Tindak Pidana terhadap Anak-anak.......................................... 48 
B Pertanggungjawaban Pidana. ................................................................. 57 
BAB V     PENUTUP 
A Kesimpulan ............................................................................................ 61 
B Saran ...................................................................................................... 63 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 

























Bapas   : Badan Pemasyarakatan 
Dg.   : Daeng 
HAM   : Hak Asasi Manusia 
HPK   : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 
Jo.   : Juncto 
Kab.   : Kabupaten 
KHA   : Konvensi Hak Anak 
KUHAP  : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
KUHP   : Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
Lapas   : Lembaga Pemasyarakatan 
MP   : Masa Percobaan 
NIM    : Nomor Induk Mahasiswa 
No.   : Nomor 
PBB   : Perserikatan Bangsa-Bangsa 
PN   : Pengadilan Negeri 
QS   : Quran Surah 
RI   : Republik Indonesia 
swt.   : Subhanahu wa ta’ala 
saw.   : Sallalahu Alaihi Wasallam 
UU   : Undang-Undang 














ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B - 
ت Ta T - 
ث Sa S s (dengan titik di atas) 
ج Jim J - 
ح Ha’ H h (dengan titik di bawah) 
خ Kha’ Kh - 
د Dal D - 
ذ Zal Z z (dengan titik di atas) 
ر Ra R - 
ز Za Z - 
س Sin S - 
ش Syin Sy - 
ص Sad S s (dengan titik di bawah) 
ض Dad D d (dengan titik di bawah) 
ط Ta T t (dengan titik di bawah) 
ظ Za Z z (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G - 
ف Fa F - 
ق Qaf Q - 
ك Kaf K - 
ل Lam L - 
م Mim M - 
ن Nun N - 
و Wawu W - 
ه Ha H - 
ء Hamzah   َ  - 
ي Ya’ Y Apostrof 
 
 ABSTRAK 
NAMA : MUSTAKIM MAHMUD BASRI 
NIM  : 10300108043 
JURUSAN : HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN 
JUDUL : 
BATAS USIA ANAK DALAM PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM 
 
Skripsi ini membahas tentang Batas Usia Anak dalam Pertanggungjawaban 
pidana menurut hukum pidana positif persfektif hukum pidana Islam, Yakni 1). 
Bagaimana batas usia bagi anak dibidang hukum menurut persfektif hukum pidana 
Islam?, 2). Bagaimana persamaan dan perbedaan mengenai usia anak menurut hukum 
pidana positif persfektif hukum pidana Islam. 
 Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan deskriptif, dan 
dengan menggunakan metode Pendekatan teologi normatif (syar’i), Pendekatan 
yuridis normatif, Pendekatan aspek historis, metode pengumpulan data berupa 
penelitian kepustakaan (library research), dengan membaca, membahas dan 
menganalisa buku-buku referensi, serta dalam metode pengolahan dan analisa data 
menggunakan metode induktif dan deduktif. 
 Dalam persfektif hukum pidana Islam batas usia anak dalam 
pertanggungjawaban pidana yaitu di bawah usia 15 atau 18 tahun atau dengan 
alternatif dibawah 7 tahun, bebas dari hukuman pidana dan hukuman pengajaran 
tetapi dikenakan pertanggungjawaban perdata, usia 7 sampai 18 tahun, bebas dari 
hukuman pidana tetapi dikenai hukuman pengajaran dan pertanggungjawaban 
perdata, Sedangkan dalam hukum positif batas usia anak adalah usia 8 tetapi belum 
mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin dan semua perbuatan anak yang 
melanggar hukum dapat dikenakan hukuman akan tetapi hukumannya maksimal 
setengah dari hukuman orang dewasa, untuk penjara atau kurungan maksimal 10 
tahun, hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak berlaku bagi anak-
anak. Persamaan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif 
persfektif hukum pidana Islam yakni adanya asas legalitas sedangkan perbedaannya 
yaitu dasar hukum pidana positif berdasarkan KUHP dan Undang-undang sedangkan 
persfektif hukum Islam berdasar pada al-Qur’an, Hadis Rasul, Ijma’ dan Ijtihad 
hakim.    
Perlunya sosialisasi dan penyadaran hukum baik tentang persfektif hukum 
pidana Islam maupun hukum pidana positif berkaitan dengan batas usia anak dalam 
pertanggungjawaban pidana kepada masyarakat agar dapat memberikan perlindungan 
kepada anak nakal secara benar serta Perlunya pengkajian praktisi hukum tentang 







A. Latar Belakang Masalah 
Manusia dalam menjalankan kehidupan, sebagai makhluk Allah swt selain 
berhubungan dengan Tuhannya (habl min al-Allah) juga berhubungan dengan 
manusia lainnya (habl min al-Nas). sadar atau tidak sadar akan dipengaruhi oleh 
lingkungan hidup di sekitarnya  sekaligus juga diatur oleh aturan-aturan atau 
norma-norma hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dari masing-masing 
individu sebagai batasan atas segala perilaku masyarakat.  
Dinamisnya suatu individu dalam berinteraksi dengan individu lainnya 
menjadikannya tidak luput dari adanya suatu kesalahan terhadap suatu aturan, 
baik sifatnya moril yang nantinya hanya Allah-lah yang memberikan sanksi atau 
hukuman di akhirat maupun kesalahan yang sifatnya dapat langsung diberikan 
suatu tindakan hukum berupa hukuman atas kesalahannya itu, sebagaimana 
dikatakan Q.S al-Baqarah [2]: 178, 
                    ...       
 Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash         
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.
1
      
 
Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita 
perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, 
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mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh 
karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan 
dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.
2
 
Islam menjelaskan pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bagi kedua 
orang tuanya, sebagaimana dikatakan Q.S at-Tahrim [66]: 6, 
                          
                          
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 





Ayat tersebut menegaskan akan fungsi dan tanggung jawab orang tua 
terhadap anaknya yang pada hakikatnya ada dua macam, yaitu: 
1. Fungsi orang tua sebagai pengayom. 
2. Fungsi orang tua sebagai pendidik.4 
Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan 
dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong 
tidak mampu atau di bawah umur. Menurut Undang-undang dianggap tidak 
mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami 
pertumbuhan. Hal ini sesuai dengan hadis: 
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Darwan Prinst, Hukum Anak di Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 2. 
3
Departemen Agama RI. op. cit., h. 560. 
4
H.Mustafa Kamal Pasha, Fiqh Islam, disusun berdasarkan keputusan Majlis Tarjih 
(Yogyakarta: Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar, Menengah dan 





 َح ِنْو ُنْجَملا ِنَع َو ُمِلَتىْحَي ىَّتَح ِيِبَصلا ِنَع َو ُظِقْي َتْسَي ىَّتَح ِمِع اَنلا ِنَع ٍثَلََث ِنَع ُملَقَل ا َعِف ُر ةُلِق ْْ  َي ىَّت. 
Tejemahnya:  
Tidak dibebankan sanksi/hukuman terhadap tiga hal yaitu, orang yang tidur 
sampai dia bangun (sadar), seorang bayi sampai dia dewasa dan terhadap 




Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang 
dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak 
atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak 
untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya 
yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat 
kesalahan di masa yang akan datang.
6
 
Namun bila kita mengacu pada Pasal 45 KUHP mengenai anak-anak yang 
dapat diajukanke sidang pengadilan adalah bila anak tersebut telah mencapai usia 
16 tahun. Sedangkan bila kita melihat pada Undang-undang No. 3 Tahun 1997 
tentang Peradilan Anak, Pasal 4 yang menetapkan batas usiaanak yang 
dapatdijatuhi hukuman atau sanksi pidana sangatlah berbeda. Ketentuan pasal 
tersebut berbunyi: 
1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah 
sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana 
dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang anak. 
 
Pergaulan sehari-hari, masalah batas umur antara kata dewasa dan kata 
anak cukup menjadi problema yang rumit. Klasifikasi umur akan menentukan 
dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak 
                                                          
5
Abu Dawud, Sunan Abi Dawud (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h.  289. 
6
Abdurrahman I Doi, Tindak Pidana dalam Syari’at Islam (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 





pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan. Secara 
umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini adalah 
kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak disamakan, 
namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu sama untuk suatu 
lapangan tertentu,
7
 karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para 
hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang 
sebenarnya. Sebagai motto para ahli kriminologi yang berbunyi: “ Fight crime, 
help delinquent, love humanity ”.8 Sementara, selama ini banyak fenomena 
seorang anak kecil di bawah umur duduk di bangku tertuduh dan ditahan seperti 
layaknya penjahat besar hanya karena perkara sepele.  
Seperti kasus-kasus yang terjadi, kasus pertama dialami Andang Pradika 
Purnama, bocah 9 tahun. Pihak kepolisianYogyakarta sempat menahannya sampai 
52 hari. Menurut laporan polisi Kotagede, Andang terbukti mencuri dua burung 
Leci dan mengaku telah melakukan pencurian sebanyak delapan kali. Juga, 
menurut laporan polisi itu, ayahnya sudah tak sanggup mengasuhnya, sehigga 
polisi menyebutnya residivis. Kapolwil DI Yogakarta, mengatakan, penahanan 
Andang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan KUHAP. 
Kasus kedua, menimpa Said bin Djunaidi, bocah warga Kecamatan Kopo, 
Serang Jawa Barat, sejak 9 April 1995 telah ditahan di Polsek setempat. Ia diduga 
melakukan pencurian di warung milik tetangganya. Oleh pengadilan (27/6/1995) 
anak ini divonis hukuman 2 bulan 16 hari, potong masa tahanan. Seusai sidang, 
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E. Sumaryono, Kejahatan Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum 
(Yogyakarta: Liberty, 1985), h. 19.  
8









 Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan anak disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain : 
a. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat. 
b. Arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi.  
c. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 
d. Perubahan gaya dan cara hidup sebagian para orang tua. 
Telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan 
masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.
10
 telah 
membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang 
sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.
11
 di samping itu anak yang 
kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan 
dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari 
orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan 
masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan 
pribadinya. 
Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya 
berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat 
mempengaruhi perilakunya. karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, 
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orang tua dan masyarakat sekitarnya harusnya lebih bertanggung jawab terhadap 
pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut. 
Mengingat ciri dan sifat yang  khas, maka dalam menjatuhkan pidana atau 
tindakan terhadap anak nakal diupayakan agar anak dimaksud jangan sampai 
dipisahkan dari orang tuanya. Hubungan orang tua dengan anaknya merupakan 
hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologi maupun mental spiritual. 
bilamana hubungan orang tua dan anak kurang harmonis atau karena sifat 
perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari 
orang tuanya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tadi semata-




 Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka sangat signifikan dan 
urgen untuk meneliti lebih jauh mengenai batas usia anak dan 
pertanggungjawaban pidana.   
B. Rumusan dan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 
maka  dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana batas usia bagi anak dibidang hukum menurut perspektif 
hukum pidana Islam?  
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2. Bagaimana persamaan dan perbedaan mengenai usia anak dan  
pertanggungjawaban pidana positif persfektif hukum pidana Islam? 
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan 
memahami penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian 
beberapa variable yang dianggap penting. 




2. Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Namun banyak 
literatur yang memberikan batasan umur anak yang berbeda-beda, dalam 
hal ini dapat di telusuri berdasarkan fase-fase perkembangan anak yang 
menunjukkan kemampuan atau kecakapan untuk bertindak.
14
 
3. Pertanggungjawaban yaitu kewajiban memberikan jawaban yang 
merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk 
memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.
15
 
4. Hukum Pidana yaitu hukum yang mengatur tentang perbuatan perbuatan 
yang dapat dihukum, apa yang dijatuhkan hukuman dalam hal seseorang 
melakukan kejahatan maupun pelanggaran.
16
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5. Hukum Islam yaitu hukum yang berdasarkan syariah Islam yang 
bersumber dari al-Qur’an dan hadis.17 
Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa batas usia anak  
dan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif perspektif 
hukum pidana Islam adalah suatu batas usia terhadap seseorang yang belum 
berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan terkait dengan 
kewajiban terhadap tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Undang-undang dan penegasannya dalam al-Quran dan hadis 
(hukum Islam). 
D. Tinjauan Pustaka 
 Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan di atas, 
maka uraian literatur berikut dapat menjadi kajian dalam pembahasan penelitian 
ini. Para pakar pidana dan pemikir Islam sudah banyak yang membahas mengenai 
status hukum seorang anak. Dari kalangan tokoh hukum Islam di antaranya adalah 
Mahmoud al-Fadhoilat dalam risalah yang berjudul Suqutu al-Uqubat fi al-Fiqhi 
al-Islamy yang menjelaskan tentang seluk beluk permasalahan yang berkaitan 
dengan anak-anak yang melakukan tindak pidana,
18
 kemudian seperti buku karya 
Abdul Qadir Audah yang berjudul “at-Tasyri’ al-Jina’I al-Islami”,19 yang 
menjelaskan secara luas dalam masalah hukuman ini, dan masih banyak lagi 
tulisan-tulisan yang membahas anak dalam kedudukan hukum Islam.  




 Mahmoud al-Fadhoilat, Suqutu al-Uqubat fi al-Fiqhi al-Islamy (Mesir: Dar al-Umar, 
1997), h. 73.  
19
Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 





 Adapun buku dari kalangan tokoh atau pakar hukum positif yang 
membahas tentang hukum anak di antaranya adalah buku karya Darwan Prinst 
Hukum anak Indonesia yang memberikan penjelasan bahwasanya pengaturan 




 Perkembangan zaman saat ini banyak mempengaruhi perkembangan jiwa 
masyarakat dan membuat orang untuk selalu memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Seseoarang yang hidup dalam masyarakat tentu akan mengadakan hubungan 
dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Pergaulan yang ada tidak terbatas pada 
satu golongan masyarakat tertentu saja, seorang di bawah umur juga tidak tertutup 
kemungkinan untuk bergaul dengan orang yang sudah dewasa. Dengan melihat 
dari berbagai kemungkinan di atas maka dalam penelitian ini juga diperlukan 
literatur-literatur yang membahas tingkah laku anak dari segi psikologi dan 
sosiologi, di antaranya adalah buku karya E. Sumaryono yang berjudul Kejahatan 
Anak: Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum
21
 dan bukunya Y. Bambang 
Mulyono dalam Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya. Dan masih 
banyak lagi kajian psikologi dan sosiologi yang mengungkap kenakalan anak dari 
perkembangan jiwa dan lingkungan di mana anak tersebut hidup. 
 Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa para pakar pidana dan pemikir 
Islam kontemporer sudah banyak yang membahas mengenai status anak dalam 
hukum baik dari aspek sosial maupun normatifnya, akan tetapi belum ada yang 
                                                          
20
 Darwan Prinst, op. cit., h. 67. 
21






membahas khusus pada masalah batas usia anak dan pertanggungjawaban pidana  
bagi anak-anak pelaku tindak pidana dalam hukum pidana positif persfektif 
hukum pidana Islam. 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis peneltian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini 
adalah penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara 
mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang 
berkaitan dengan bahasan tentang usia anak dan pertanggungjawaban pidana, 
menurut hukum pidana positif persfektif hukum pidana Islam. 
2. Jenis Pendekatan 
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha memaparkan tentang 
batas usia anak dan pertanggungjawaban pidana, menurut hukum pidana 
positif persfektif hukum pidana Islam. Selanjutnya data-data yang ada 
diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin sehingga dapat ditarik 
kesimpulan. 
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan normatif yuridis, yang mengkaji masalah batas usia anak dan 
pertanggungjawaban pidana dengan berdasarkan pada aturan-aturan hukum 
yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah hukum pidana positif dan juga 





4. Teknik Pengumpulan  Data 
Karena jenis penelitian ini adalah library research, maka pada tahap 
pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang  batas usia 
anak dalam pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif 
persfektif hukum pidana Islam yang relevan dan representatif. 
Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur’an dan hadis 
yang merupakan sumber hukum Islam, dan KUHP serta beberapa peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang anak sebagai sumber hukum 
positifnya. Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku atau bahan pustaka 
lainnya yang berkaitan dengan bahasan mengenai batas usia anak dan 
pertanggungjawaban pidana baik menurut hukum pidana positif maupun 
persfektif hukum pidana Islam. 
5. Analisis Data  
Sedangkan data yang telah ada dianalisis secara komparatif, yaitu 
dengan membandingkan data mengenai batas usia anak dan 
pertanggungjawaban pidananya menurut hukum pidana positi perspektif 
hukum pidana Islam.  serta melihat persamaan dan perbedaan di antara 
keduanya. 
F. Tujuan dan kegunaan penelitian 
1. Tujuan penelitian: 
a. Untuk mengetahui batas usia anak dibidang hukum pidana positif 





b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan tentang batas usia anak dan 
pertanggungjawaban pidana antara hukum pidana positif serta perspektif 
hukum pidana Islam. 
2. Kegunaan penelitian: 
a. Sebagai sumbangan bagi pengembangan hukum Islam dan hukum positif  
khususnya yang berkenaan dengan batas usia anak dan 
pertanggungjawaban pidananya. 
b. Untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan tanggung jawab 
pemeliharaan anak sebagai generasi penerus bangsa. 
G. Garis Besar Isi Skripsi 
Penulisan skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab, setiap bab 
menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun 
sistematikanya sebagai berikut: 
Bab I adalah bab pendahuluan yang uraiannya meliputi latar belakang 
masalah, rumusan masalah, definisi operasional dan ruang lingkup penelitian,  
kajian pustaka, metode penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang paling 
terakhir adalah garis-garis besar isi Skripsi.  
Pada bab II, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang 
pelanggaran pidana anak dalam hukum pidana positif yang berisikan 
beberapa kriteria anak dan hukuman, perbuatan anak yang dianggap sebagai 
suatu pelanggaran, serta ketentuan pemidanaan. 
Pada bab III, mengemukakan tinjauan umum tentang pelanggaran 





dan hukuman, perbuatan Anak-anak yang dianggap sebagai suatu 
pelanggaran persfektif hukum pidana Islam, serta ketentuan pemidanaan. 
Pada bab IV, membahas mengenai analisis terhadap 
pertanggungjawaban pidana Anak-anak dalam hukum pidana positif 
persfektif hukum pidana Islam, yang berisikan mengenai kriteria tindak 
pidana terhadap anak anak, serta pertanggungjawaban pidana.  
Bab V Adalah penutup akhir penulisan ini memuat kesimpulan dan 
saran. Bab ini menyimpulkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada 





PELANGGARAN PIDANA ANAK-ANAK DALAM 
HUKUM PIDANA POSITIF 
 
A. Beberapa Kriteria Anak dan Hukuman 
1. Pengertian Anak  
Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak 
secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia 
yang belum dewasa.
1
 Pengertian tersebut juga terdapat dalam Pasal 45 KUHP  
disebutkan bahwa ”Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum 
dewasa karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat 
menentukan, memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang 
tuanya, walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman 
atau memerintahkan supaya si tersalah supaya diserahkan kepada pemerintah 
dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian 
kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 
492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan perbuatan 
itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang 
menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan; 
atau menghukum anak yang bersalah itu.”2 Dari pasal tersebut dapat diketahui 
bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana adalah seseorang 
sebelum umur enam belas tahun. Namun dalam Undang-undang nomor 3 tahun 
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 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; 
Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.36. 
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1997 tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa” Anak adalah orang yang dalam 
perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 
umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dan dikenal dengan 




1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan 
belum pernah kawin. 
2. Anak nakal adalah: 
a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau 
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, 
baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut 
peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang 
bersangkutan. 
 Dengan diundangkannya Undang-undang ini, maka Pasal 45 KUHP tidak 
berlaku lagi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 67 Undang-undang nomor 3 tahun 
1997 tentang Peradilan Anak yang berbunyi ”pada saat mulai berlakunya Undang-
undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.” 
Batasan umur untuk anak sebagai korban pidana diatur dalam Pasal 1 butir 
1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak  
dirumuskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
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termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari rumusan tersebut dapat 
diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki 
batasan minimal umur.
4
 Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak 
mendapatkan perlindungan. 
Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, yang disebut Anak adalah:”seseorang yang belum mencapai 
21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Sedangkan dalam hukum 
perdata dijelaskan dalam Pasal 370 Bab Kelima Belas Bagian kesatu tentang 
Kebelumdewasaan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi lengkap 
pasalnya adalah sebagai berikut: ”Belum dewasa adalah mereka yang belum 
mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.5 Jadi anak adalah 
setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya 
seorang anak telah menikah sebelum 21 tahun kemudian ia bercerai atau ditinggal 
mati oleh suaminya sebelum ia genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai 
orang yang telah dewasa bukan anak-anak. pengertian anak menurut ketentuan 
Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai dua syarat, yaitu :  
a. Orang atau anak itu ketika dituntut haruslah belum dewasa, yang 
dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan 
belum pernah kawin. Jika seorang kawin dan bercerai sebelum berumur 21 
tahun, maka ia dianggap sudah dewasa. 
b.  Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana pada waktu ia belum berumur 16 
tahun. 
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Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, 
karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan 
kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-
anak, terjadi keberagaman diberbagai negara yang mengatur tentang usia anak 
yang dapat dihukum. Di negara Inggris batas usia anak yang dapat dihukum bila 
telah mencapai usia 8 tahun, di Denmark 15 tahun yang berarti di atas umur 
tersebut relatif dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti orang 




Membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan 
tergolong anak, ternyata banyak Undang-undang yang tidak seragam batasannya, 
karena dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-undang 
itu sendiri. Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak, yang disebut anak sampai batas usia sebelum mencapai umur 21 tahun dan 
belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).
7
 Kemudian dalam Undang-undang No. 1 
tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa membatasi usia anak di bawah kekuasaan 
orang tua dan di bawah perwalian sebelum mencapai umur 18 tahun (Pasal 47 
ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1)).
8
 Dalam Undang-undang Pemilihan Umum yang 
dikatakan anak adalah belum mencapai umur 17 tahun (Pasal 9 ayat (1)).
9
 
Sedangkan dalam Undang-undang Peradilan Anak ditentukan batas minimal dan 
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maksimal usia anak nakal yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun dan maksimal umur 
21 tahun serta belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1) dan (2)).
10
 
Tentang pengertian anak, selain menurut batasan umur, anak digolongkan 
berdasarkan hubungan dengan orang tua yaitu:
11
 
1.  Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan 
perkawinan yang sah. 
2. Anak tiri adalah anak yang bukan terlahir dari kedua orang tua yang sama 
misalnya si istri tergolong janda dan ia membawa anak dari suami pertama, atau 
sebaliknya si pria adalah duda yang membawa anak dari istri pertama. 
Kedudukan anak seperti demikian pada umumnya tidak sama di mata kedua 
orang tua, baik dalam curahan kasih sayang maupun dalam berbagi harta 
warisan dikemudian hari. 
3. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan 
keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas 
perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan 
keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. 
Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 9 UU No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. 
4. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk 
diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, 
karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin 
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tumbuh kembang secara wajar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 
butir 10 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
 
     2. Pengertian Hukuman 
 Berbicara tentang hukum maka hukum terbagi menjadi yaitu hukum privat 
dan hukum publik yang mana hukum pidana termasuk di dalam hukum publik. 
Hal ini berlaku dewasa ini. Dahulu di Eropa yang juga di Indonesia, tidaklah 
dipisah-pisahkan antara kedua hukum itu, sehingga gugatan baik yang termasuk di 
dalam hukum publik sekarang ini maupun yang termasuk hukum privat dijatuhkan 
oleh pihak-pihak yang dirugikan.  
 Istilah hukuman ini berasal dari kata straf yang merupakan istilah yang 
sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Istilah hukuman yang 
merupakan umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan 
berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup 
luas.
12
 Yang dimaksud dengan pidana (hukuman) ialah, perasaan tidak enak 
(penderitaan sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan fonis pada orang yang 
melanggar Undang-undang hukum pidana.
13
 Dalam hal yang demikian digunakan 
istilah hukuman dalam arti sempit yaitu hukuman dalam perkara pidana dan bukan 
dalam perkara-perkara lain seperti hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam 
perkara perdata dan juga bukan hukuman terhadap pelanggar di luar Undang-
undang.  
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Sebagai gambaran pengertian hukuman, perlulah kiranya diperhatikan 
definisi-definisi yang dipaparkan oleh para ahli maupun sarjana hukum, yang di 
antaranya selain menjelaskan tentang hukuman juga menjelaskan perbedaannya 
dengan pengertian pidana dan yang berhubungan dengannya. 
Penghukuman sering kali sinonim dengan pemidanaan yang mana hal ini 
sesuai dengan yang dipaparkan Sudarto, yaitu : 
Penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai 
menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan 
hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana 
saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu tulisan ini berkisar 
pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni 
penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan 
pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. 





Dari pandangan Sudarto tersebut bahwa penghukuman merupakan 
sinonim dari pemidanaan maka, juga berdasarkan atas uraian dalam kamus bahasa 
Indonesia, disini digunakan istilah hukuman dalam arti yang khusus yaitu 
penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang melanggar undang-undang, 
yang dijatuhkan oleh hakim. Hal ini disebabkan tidak adanya atau belum ada 
kesepakatan terhadap masalah hukuman ini, yang mana sering ditemukan kata-
kata hukuman 10 tahun penjara dan kadang didapati kata-kata dipidana 10 tahun 
penjara. 
Lebih jauh lagi penuturan Tirtaamidjaja, bahwa hukuman adalah suatu 
penderitaan, yang dikenakan oleh hakim kepada si terhukum karena 
melanggar suatu norma hukum.
15
 Bahwa hukuman sebagai sanksi dari suatu 
norma hukum tertentu adalah tanda dari hukum pidana itu, yang 
                                                 
14
 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Cet. II; Bandung: Penerbit Alumni, 1986) h. 
71-72. 
15





membedakannya dari bagian-bagian hukum yang lain, sedangkan menurut 
Simorangkir S.H bahwa hukuman adalah sanksi yang dikenakan terhadap 
pelanggar hukum (terhukum) setelah diberikan keputusan (vonis) oleh 
majelis hakim dalam seuatu persidangan.
 16
    
 
Demikianlah pendapat para sarjana dan para ahli hukum positif 
memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari hukum itu, yang meskipun 
didapati dari berbagai pandangan itu berbeda satu sama lain, namun pada 
dasarnya sama dalam hal pemberian suatu derita dari hukum pidana. 
Adapun yang dimaksud dengan hukum anak adalah sekumpulan peraturan 
hukum, yang mengatur tentang anak. Adapun hal-hal yang diatur dalam hukum 
anak itu, meliputi: sidang pengadilan anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana, 
Anak sebagai korban tindak pidana, Kesejahteraan Anak, Hak-hak Anak, 





B. Perbuatan Anak yang Dianggap sebagai Suatu Pelanggaran  
Secara umum, perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis dikategorikan 
melawan hukum dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian tentang kenakalan 
anak ada beberapa pasal yang menggariskan tentang kenakalan anak yang 
dirumuskan dalam perundang-undangan dan perbuatan lainnya yang pada 
hakekatnya merugikan masyarakat yang harus dirumuskan secara terperinci dalam 
Undang-undang Peradilan Anak. 
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Dalam Undang-undang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (2) menggunakan istilah 
anak nakal, sedang pengertian anak adalah anak yang melakukan tindak pidana 
atas anak yang  menurut peraturan baik perundang-undangan maupun menurut 
peraturan hukum lain menyimpang dari aturan yang ditetapkan dan peraturan 
tersebut hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.  
Pemaparan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan atau 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah: 
a. Perbuatan dilakukan oleh anak-anak 
b. Perbuatan itu melanggar aturan atau norma 
c. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut. 
Ketiga unsur di atas harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu 
perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak.  
 Bentuk-bentuk kenakalan anak yang didasarkan pada berbagai pengertian 
tentang kenakalan anak yang dikemukakan oleh para pakar, misalnya oleh 
Moedikdo, setidaknya terdapat tiga kategori perbuatan yang masuk dalam 
klasifikasi kenakalan anak yaitu sebagaimana dikutip B. Simanjuntak:
18
 
1. Semua perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa sementara 
perbuatan itu menurut ketentuan hukum normatif adalah perbuatan 
pidana, seperti mencuri, menganiaya dan lain sebagainya. 
2. Semua perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma tertentu 
atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kemarahan dalam 
masyarakat. 
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3. Semua aktifitas yang pada dasarnya membutuhkan perlindungan 
sosial, semisal gelandangan, mengemis dan lain sebagainya. 




1. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan 
membahayakan diri sendiri serta orang lain. 
2. Perilaku ugal-ugalan yang mengacaukan ketenteraman masyarakat 
sekitar. 
3. Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku, dan 
kadang-kadang membawa korban jiwa. 
4. Membolos sekolah lalu bergelandang di sepanjang jalan. 
5. Kriminalitas seperti; mengancam, memeras, mencuri, mencopet, 
membunuh dan lain sebagainya. 
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan. 
7. Pemerkosaan, agresifitas seksual dan pembunuhan dengan motif 
seksual. 
8. kecanduan bahan-bahan narkotika. 
9. Tindakan-tindakan imoral, seksual secara terang-terangan dan kasar 
10. Homo seksualitas dan erotisme. 
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan 
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin dan pembunuhan bayi 
13. Tindakan radikal dan ekstrim. 
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14. Perbuatan asosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan 
15. Tindakan kejahatan disebabkan karena penyakit tidur atau karena luka 
pada otak. 
16. Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan karena organ-organ yang 
inferior. 
Sementara bila ditinjau dari sudut pandang normatif, yaitu berdasarkan 
ketentuan-ketentuan hukum pidana positif, maka bentuk-bentuk kenakalan anak 
dapat disebutkan sebagai berikut: 
1. Kejahatan-kejahatan kekerasan berupa pembunuhan dan penganiayaan. 





7. Anak sipil. 
8. Penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) 
Keseluruhan bentuk kenakalan anak baik yang diklasifikasikan 
berdasarkan definisi maupun berdasarkan rujukan normatif (ketentuan hukum 
pidana) tersebut selanjutnya dapat dibagi dalam 4 jenis, yaitu: 
1. kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti   
perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan sebagainya. 
2. kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti perusakan, 





3. kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban pihak orang lain, 
seperti pelacuran dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) 
4. kenakalan yang melawan status, seperti mengingkari status anak sebagai 
pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara 
minggat dari rumah atau tidak taat atau membantah perintah dan 
sebagainya. 
 
C. Ketentuan Pemidanaan 
Menurut Sri Widoyati Lokito, banyak yang mempengaruhi pemidanaan 
yang terdapat dalam Undang-undang, yaitu:
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a. Hal-hal yang memberatkan pemidanaan 
Hal-hal yang memberatkan pemidanaan dapat dibedakan menjadi dua hal, 
yaitu: 
1) kedudukan sebagai pejabat 
Menurut Pasal 52 KUHP, apabila seorang pejabat karena melakukan 
tindak pidana dari jabatannya, maka kesempatan atau sarana yang 
diberikan padanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiganya . 
misalnya seorang agen polisi diperintah untuk menjaga uang Bank Negara 
Indonesia, jangan sampai dicuri orang tetapi ia sendiri yang melakukan 
pencurian atas uang itu, di sini dia melanggar kewajiban yang istimewa 
dalam jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiganya.  
2) Pengulangan tindak pidana (Recidive) 
Barang siapa yang melakukan tindak pidana dan dikenakan pidana, 
kemudian dalam waktu tertentu diketahui melakukan tindak pidana lagi, 
dapat dikatakan pelakunya mempunyai watak yang buruk. Oleh karena itu, 
undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk 
mengenakan pidana yang lebih berat. Menurut hukum pidana modern, 
recidive itu dibedakan menjadi dua, yaitu : recidive kebetulan atau pelaku 
kejahatan yang mengulangi kejahatannya karena terpaksa seperti karena 
tuntutan ekonomi dan ada istilah recidive biasa yaitu pelaku kejahatan 
yang melakukan kejahatannya karena merupakan suatu kebiasaan recidive 
biasa inilah yang harus diperberat pemidanaannya.  
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b. Hal-hal yang meringankan pemidanaan 
1) Percobaan (poging) 
Dalam Pasal 53 KUHP terdapat unsur-unsur dari delik percobaan, 
yaitu: 
a. Harus ada niat 
b. Harus ada permulaan pelaksanaan 
c. Pelaksanaan itu tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak   
sendiri 
 Ancaman pidana itu hanya ditujukan terhadap percobaan 
kejahatan, sedangkan untuk percobaan pelanggaran tidak bisa 
dikenakan pidana. 
2) Pembantuan (medepllichtige)  
 Menurut Pasal 56 KUHP, barangsiapa yang sengaja membantu 
melakukan kejahatan dan memberi kesempatan dengan upaya atau 
keterangan untuk melakukan kejahatan dalam hal pembantuan 
maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Dan bila diancam 
dengan penjara seumur hidup, maka maksimum hukumannya 15 tahun. 
3) Belum cukup umur (Minderjarig) 
 Belum cukup umur (minderjarig) merupakan hal yang 
meringankan pemidanaan karena usia yang masih muda belia itu 
kemungkinan sangat besar dapat memperbaiki kelakuannya dan 
diharapkan kelak bisa menjadi warga yang baik dan berguna bagi nusa 
dan bangsa. 
Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana timbul 
pertanyaan, apakah setiap anak yang bersalah melakukan suatu tindak 
pidana dapat dipertanggungjawabkan? pada mulanya, sistem 
pertanggungjawaban bagi anak-anak didasarkan kepada kemampuan 
bertanggung jawab, sistem yang mendasarkan kepada kemampuan 
bertanggung jawab dan batas usia tertentu bagi seseorang anak, tidak 
dianut lagi dalam hukum pidana di Indonesia dewasa ini. Namun yang 
dianut sekarang adalah sistem pertanggungjawaban yang menyatakan 
bahwa semua anak asal jiwanya sehat dianggap mampu bertanggung 
jawab dan dapat dituntut. 
Bagi anak yang mampu bertanggung jawab masih tetap 
dimungkinkan untuk tidak dipidana, terutama bagi anak yang masih 





masih membedakan antara yang mampu dan tidak mampu bertanggung 
jawab. 
 Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Anak terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan 
pidana tambahan atau tindakan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat 
(2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal. 
1. Pidana Pokok 
 Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, yaitu: 
a. pidana penjara 
b. pidana kurungan 
c. pidana denda, atau 
d. pidana pengawasan. 
2. Pidana Tambahan 
 Pidana tambahan terdiri dari: 
a. perampasan barang-barang tertentu 
b. pembayaran ganti rugi. 
3. Tindakan 
 Beberapa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 24 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah:
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a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, 
b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, 
dan latihan kerja, 
c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial 
kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan 
latihan kerja. 
 
Selain tindakan tersebut, hakim dapat memberi teguran dan menetapkan syarat 
tambahan. 
Penjatuhan tindakan oleh hakim dilakukan kepada anak yang melakukan 
perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan 
perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain. 
Dalam segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang masih berumur 
8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang telah 
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melampaui umur di atas 12 (dua belas) tahun dijatuhkan pidana. Hal itu 
mengingat pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.  
Sedang rumusan pengenaan tindakan terhadap anak menurut Pasal 132 
rancangan KUHP adalah: 
1. pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya, 
2. penyerahan kepada pemerintah atau seseorang, 
3. keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau 
suatu badan swasta, 
4. pencabutan surat izin mengemudi, 
5. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, 
6. perbaikan akibat tindak pidana, 
7. rehabilitasi dan atau 
8. perawatan di dalam suatu lembaga. 
4. Pidana Penjara 
Berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak nakal lamanya ½ 
(satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 
(sepuluh) tahun. Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati 




5. Pidana Kurungan 
Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal maksimal setengah 
dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi dewasa. Mengenai apakah 
yang dimaksud maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa, 
adalah maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang 
dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP atau Undang-undang 
lainnya (penjelasan Pasal 27).
23
 
6. Pidana Denda 
Seperti pidana penjara dan pidana kurungan maka penjatuhan pidana denda 
juga dijatuhkan setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang 
dewasa. Bila denda itu tidak dapat dibayar, maka wajib diganti dengan latihan 
kerja selama 90 hari dengan jam kerja tidak lebih dari 4 jam sehari dan tidak 
boleh dilakukan di malam hari. Tentunya hal demikian mengingat 
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7. Pidana Bersyarat 
  Garis besar ketentuan pidana bersyarat bagi anak nakal sesuai dengan 
rumusan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah:
25
 
1. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan, apabila pidana penjara yang dijatuhkan 
paling lama 2 (dua) tahun, sedangkan jangka waktu masa pidana bersyarat 
adalah paling lama 3 (tiga) tahun. 
2. Dalam putusan pidana bersyarat diberlakukan ketentuan berikut. 
a. Syarat umum, yaitu anak nakal tersebut tidak akan melakukan tindak 
pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. 
b. Syarat khusus, yaitu untuk melakukan atau tidak melakukan hal 
tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap 
memperhatikan kebebasan anak. 
3. Pengawasan dan bimbingan 
a. Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan 
pengawasan dan bimbingan kemasyarakatan melakukan bimbingan 
agar anak nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan. 
b. Anak nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh balai 
pemasyarakatan berstatus sebagai klien pemasyarakatan. 
c. Selama anak nakal berstaus sebagai klien pemasyarakatan dapat 
mengikuti pendidikan sekolah. 
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8. Pidana Pengawasan 
Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak yakni 
pengawasan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap perilaku 
anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian 
bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. 
Anak nakal yang diputus oleh hakim untuk diserahkan kepada negara di 
tempatkan di lembaga pemasyarakatan anak sebagai anak negara, dengan 
maksud untuk menyelamatkan masa depan anak atau bila anak menghendaki 
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 PELANGGARAN PIDANA ANAK-ANAK DALAM PERSFEKTIF 
 HUKUM PIDANA ISLAM 
 
 
A. Kriteria Anak dan Hukuman 
1. Pengertian Anak 
Pengertian anak dari segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari 
hubungan antara pria dan wanita. Di dalam bahasa Arab terdapat berbagai macam 
kata yang digunakan untuk arti anak, sekalipun terdapat perbedaan yang positif  di 
dalam pemakaiannya. Kata-kata sinonim ini tidak sepenuhnya sama artinya. 
Umpamanya “walad” artinya secara umum anak, tetapi dipakai untuk anak yang 
dilahirkan oleh manusia dan binatang yang bersangkutan.
1
 
 Idealnya dunia anak adalah dunia istimewa tidak ada kekhawatiran dan 
tidak ada beban yang harus dipikul pada masa itu. Namun terkadang anak harus 
menanggung beban seperti orang dewasa karena dianggapnya sebagai miniatur 
orang dewasa terlebih lagi tidak diperlukan karakteristik dan ciri khasnya mereka 
yang juga punya keinginan, harapan dan dunia mereka sendiri.  
 Pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda dan penulis 
hanya memaparkan pengertian anak dari segi hukum Islam maupun hukum 
positif. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak 
adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum balligh, 
sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap balligh apabila 
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mereka telah mencapai usia 15 tahun.
2
 Kata balligh berasal dari fiil madi balagha, 




 Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut 
masa yang dilaluinya, yaitu: 
1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir 
sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai 
hukuman. 
2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 
7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi 
pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun 
tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana. 
3. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak 
mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 
tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan 
pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.
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Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak 
adalah apabila ia telah bermimpi dengan kata lain sudah balligh.   
Adapun yang menjadi dasar tidak cakapnya seorang anak adalah 
disandarkan pula pada ketentuan hukum yang terdapat dalam Q.S An-Nisa’ [4] : 
6, 
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                            
      ...    
Terjemahnya: 
Dan ujilah, anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian 
jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), 




Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan bahwa 




Kemudian kapan seorang anak dapat dikatakan telah mencapai dewasa? 
Untuk menjawab hal ini dapat dilihat dari pendapat Imam Syafi’i, sebagaimana 
yang telah dikutip oleh Chairuman dan Suhrawardi dalam bukunya hukum 
perjanjian dan hukun Islam. Imam Syafi’i mengungkapkan apabila telah sempurna 
umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang 
sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun 
maka sudah dianggap dewasa.
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Seorang anak laki-laki yang mimpi bersetubuh sehingga mengeluarkan air 
mani walaupun belum berumur 15 tahun sudah dianggap dewasa adalah 
disebabkan ketentuan hukum sebagaimana dikatakan Q.S An-Nur [24]: 59, 
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                     
 ...    
Terjemahnya: 
Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka 
meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin,
8 
  
Seperti halnya dalam hukum jual beli oleh anak yang belum dewasa 
menurut ulama-ulama Islam adalah berbeda-beda. Tetapi sebagian besar ulama 
berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa boleh, 
asalkan ada izin dari wali dan anak tersebut sudah mumayiz (bisa membedakan 
antara  baik dan  buruknya sesuatu). 
Pada tingkatan pertama, kesepakatan  ulama menyatakan bahwa tidak 
adanya kemampuan menggunakan alam pikirannya, bermula dari anak itu 
dilahirkan sampai ia berumur 7 tahun. 
Dalam tingkatan kedua, kemampuan untuk menggunakan pikirannya akan 
tetapi masih lemah karena kondisis jiwa yang masih labil. Tingkatan ini bermula 
dari umur 7 tahun sampai anak tersebut baligh. 
Sedangkan untuk tingkatan ketiga, kemampuan dalam mempergunakan 
alam pikiranya secara sempurna dimulai dari balighnya seorang anak yaitu setelah 
berumur 15 tahun ( pendapat keumuman ulama fiqih) atau setelah berumur 18 
tahun (pendapat Abu Hanifah dan Mashur Malik) 
Al-Qur’an memandang tentang anak secara global dapat diformulasikan 
dengan prinsip: “anak tidak menjadi sebab kesulitan dan kesengsaraan orang tua 
                                                 
8





dan orang tua tidak menjadi penyebab kesulitan dan kesengsaraan anak-anaknya. 
Sebagaimana dikatakan Q.S al-Baqarah [2]: 233, 
…                      ...    
Terjemahannya: 





Ayat di atas dapat dimengerti bahwa antara anak dan orang tua 
mempunyai hubungan timbal balik saling menguntungkan. Mafhumnya adalah 
orang tua harus memelihara anak- anaknya dengan baik agar anak dapat tumbuh 
dan hidup serta tumbuh dengan wajar. Jika anak dapat tumbuh secara wajar baik 
fisik, jasmani   maupun rohaninya niscaya akan menjadi anak baik dan tidak akan 
menyengsarakan malahan dapat mendo’akan kedua orang tuanya agar selamat dan 
bahagia  di dunia maupun akhirat.  
Al-Qur’an secara jelas memberikan gambaran-gambaran tentang 
keberadaan anak dalam kehidupan, diantaranya:
 
 
1. Anak sebagai penyejuk hati, Q.S al-Furqan [25]: 74,  
                         
          
Terjemahnya: 
Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah 
kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai 
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2. Anak sebagai perhiasan hidup di dunia, Q.S al-Kahfi [18]: 46,  
                …     
Terjemahnya: 




3. Anak sebagai kabar gembira, Q.S Maryam [19]: 7,  
                            
Terjemahnya: 
Hai Zakaria, Sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu 
akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya 




4. Anak sebagai cobaan, Q.S at-Taghabun [64]:15, 




Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), 




5. Anak sebagai cobaan, Q.S al-Anfal [8]: 28, 
                         
Terjemahnya: 
Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah 
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Al-Fitnah yaitu cobaan dan ujian, yakni sesuatu yang berat hati untuk 
melakukan, meninggalkan, menerima, atau menolaknya. Fitnah bisa terjadi pada 
keyakinan, perkataan, perbuatan dan apa saja. Akan halnya dengan anak-anak 
memang cinta kita terhadap mereka adalah termasuk hal yang telah Allah swt 
titipkan dalam fitrah kita. Oleh karena itu, cinta terhadap anak-anak dapat 
membawa orang tuanya bersedia untuk mengeluarkan segala yang ada sehingga 
orang mau saja mencari harta haram dan mengambil harta orang lain secara batil 
demi anak, Q.S at-Tagrabun [64]: 14,  
                        
                  
 
Terjemahnya: 
Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-
anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, Maka berhati-hatilah kamu 
terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta 





 Kerap kali terjadi bahwa seseorang berbuat salah terhadap orang lain demi 
kepentingan isteri atau anak-anaknya, jadi dalam suatu hal, isteri atau anak dapat 
menjadi musuh. Hendaklah diingat bahwa disini digunakan kata Mim yang artinya 
hanya kadang-kadang saja seseorang terjerumus dalam jalan kejahatan.    
 
 Al-Qur’an menempatkan anak pada posisi yang sangat penting ini terbukti 
bahwa ada sebuah ayat yang mengetengahkan anak dengan statemen  sumpah, 
sebagaimana dikatakan Q.S al-Balad [90]: 3  
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         
Terjemahnya:  




 Allah swt. tidak menggunakan statemen sumpah kecuali untuk hal-hal 
yang penting dan harus mendapat perhatian. Secara konseptual al-Qur’an 
menyikapi anak sebagai sosok yang penting dan harus mendapat perhatian yang 
serius.  
 
2. Pengertian Hukuman 
 Dalam suatu peraturan hukum pidana baik yang memuat larangan 
melakukan maupun perintah untuk melakukan sudah semestinya disertai dengan 
adanya sanksi atau hukuman supaya bentuk larangan maupun perintah itu diakui 
oleh segenap anggota masyarakat yang bersangkutan. Kemudian bagaimana cara 
menghukum pelanggar aturan itu tentunya memerlukan aturan lebih lanjut yang 
merupakan bagian dari suatu sistem hukuman.  
 Sanksi pidana dalam Islam dapat dibedakan pada dua aspek yaitu ‘uqūbat 
badaniyah dan ‘uqūbat mudaniyyah. ‘Uqūbat badaniyah, suatu sanksi pidana 
fisik yang secara langsung dapat diterapkan kepada manusia dan ‘uqūbat 
mudaniyyah, suatu sanksi pidana yang dikenakan kepada harta benda seseorang, 
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 Abd. al-Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai pembalasan 
atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, 
Sedangkan menurut Abu Zahrah, hukuman merupakan siksaan bagi si pelaku 
kejahatan sebagai balasan baginya dan hukuman itu merupakan suatu ketetapan 
syara’ di dalam menghilangkan mafsadah, dan menghilangkan mafsadah itu 
sendiri merupakan kemaslahatan. 
 Senada dengan yang dikemukakan oleh Abd. al-Qadir Audah tersebut, 
Ahmad Fathi Bahansi mengemukakan tentang hukuman adalah bahwa hukuman 
juga merupakan bagian ketetapan dari syar’i sebagai upaya pencegahan terhadap 
dilakukannya pelanggaran-pelanggaran baik yang berupa melakukan perbuatan 
yang dilarang maupun melakukan suatu perintah dari syar’i itu, yang dengan 
upaya pencegahan itu seorang pelaku jarimah tidak lagi melakukan pelanggaran 
itu atau perbuatan-perbuatan yang pada intinya melanggar aturan. Dalam hal ini 
hukuman itu lebih bersifat prevensi (pencegahan) khusus yaitu bagi pelaku 
jarĩmah. Berbeda dengan pemaparan Abd. al-Qadir Audah yang lebih bersifat 
prevensi umum atau dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. 
 Dari beberapa pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa hukuman 
merupakan balasan atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang 
lain menjadi korban dari perbuatannya, dan ditetapkannya hukuman bertujuan 
untuk kemaslahatan bersama. 
 Esensi dari hukuman bagi pelaku suatu jarimah menurut Islam adalah 
pertama, pencegahan serta balasan (ar-rad ‘u wa al-zajru), dan kedua adalah 





jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya. Di samping itu juga 
merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang 
sama. 
 
B. Perbuatan Anak-anak yang Dianggap Sebagai suatu Pelanggaran dalam 
Persfektif hukum pidana Islam 
Jarimah (tindak pidana) dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya 
hukuman ada tiga jenis, yaitu kisas-diat, had-hudud, dan takzir.
18
 
1. Jarimah kisas-diat, berupa: pidana mati (kisas atas jiwa), pidana pelukaan atau 
imbalan fisik/ anggota badan lainnya (kisas atas badan), pidana denda atas 
jiwa (diat atas jiwa), pidana denda atas pelukaan (diat atas pelukaan). 
2. Jarimah had atau hudud, meliputi:  
a) Pidana atas jiwa berupa; pidana bunuh dengan pedang, pidana mati 
dengan penyaliban (salib), pidana mati dengan perajaman (rajam). 
b) Pidana atas anggota badan, berupa; pidana potong tangan dan kaki, 
pidana potong tangan atau kaki, pidana cambuk (dera/jilid), pidana 
pemukulan dan/atau penamparan dengan tangan, pidana pemukulan 
dengan tongkat. 
c) Pidana atas kemerdekaan, berupa; pidana pembuangan atau pengusiran, 
pidana penahanan atau penjara. 
d) Pidana atas harta kekayaan, berupa; pidana denda (diat).      
3. Jarimah Takzir meliputi:  
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a) Unsur pengajaran, berupa; pemukulan atau penamparan, penhanan atau 
kurungan. 
b) Untuk pengembangan hukum yang dapat diambil dari jenis-jenis pidana 
oleh hakim. 
c) Pidana Hukuman (sejenis denda) yang ditentukan hakim.   
  
C. Ketentuan Pemidanaan 
Hukuman atas tindakan pidana dibagi dalam empat kelompok yaitu:
19
 
1. Hukuman fisik yang meliputi hukuman mati, potong tangan, cambuk, rajam 
sampai mati, 
2. Membatasi kebebasan yang meliputi hukuman penjara atau mengirim si 
terhukum ke pengasingan. 
3. Membayar denda. 
4. Peringatan yang diberikan hakim 
 Adapun secara rinci suatu hukuman yang diterapkan terhadap pelaku 
jarimah dapat dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu: 
1. Berdasarkan pertalian satu hukuman dengan hukuman lainnya. Poin ada empat 
tipologi, yaitu: 
a. Hukuman Pokok (al-‘uqũbah al-asliyah), yaitu hukuman yang telah 
ditetapkan dan merupakan hukum asal dari suatu jarimah seperti hukuman 
qişaş dalam pembunuhan, rajam, perzinahan dan potong tangan dalam 
pencurian. 
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b.Hukuman Pengganti (al-‘uqũbah al-badaliyah), yaitu hukuman yang 
mengganti hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat 
dilaksanakan karena alasan syar’i seperti denda dalam hukuman qişaş dan 
takzir sebagai pengganti hukuman had dan qişaş. 
c. Hukuman Tambahan (al-‘uqũbah al-taba’iyah), yaitu yang mengikuti 
hukuman pokok tanpa mengikuti keputusan secara tersendiri. Seperti 
larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan 
terhadap keluarga dan itu merupakan tambahan dari hukuman qişaş. 
d. Hukuman Pelengkap (al-‘uqũbat al-takmiliyah), yaitu hukuman yang 
mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari 
hakim. 
2. Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman  
a. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas. Artinya hukuman itu tidak 
ada batas tertinggi dan terendahnya. Seperti hukuman had dengan 80 kali 
cambukan 
b. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah di mana hakim 
diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai di antara dua batas 
tersebut. Seperti penjara atau jilid dalam jarimah takzir. 
3. Berdasarkan besarnya hukuman yang telah ditentukan  
a. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya, di mana seorang 
hakim harus melaksanakannya tanpa dikurangi atau ditambah atau diganti 





b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan 
hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh syara’ agar bisa disesuikan 
dengan keadaan perbuatan dan perbuatannya. 
4. Berdasarkan tempat dilakukannya hukuman  
a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan pada anggota badan 
manusia. Seperti jilid. 
b. Hukuman yang dikenakan pada jiwa, seperti hukuman mati. 
c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia seperti hukuman 
penjara atau pengasingan. 
d. Hukuman harta, seperti hukuman diyat dan perampasan. 
5. Berdasarkan macamnya jarimah serta hukumannya 
a. Hukuman had, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud. 
Antara lain: jilid 100 kali, pengasingan, rajam. Tiga macam hukuman 
tersebut ditetapkan bagi jarimah perzinahan. Jilid 80 kali bagi jarimah 
Qadaf dan peminum khamr, potong tangan bagi jarimah pencurian dan 
hukuman mati bagi pembunuhan. Hukuman mati dan salib, pemotongan 
anggota badan, dan pengasingan. Ketiga hukuman tersebut ditetapkan 
dalam jarimah hirabah. Hukuman mati dan perampasan harta bagi jarimah 
murtad dan pemberontakan. 
b. Hukuman Qişaş-Diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah: 1) 
Qisas, yaitu pelaku jarimah dijatuhi hukuman setimpal bagi perbuatannya. 
2) Diyat, yaitu hukuman pokok bagi jarimah pembunuhan dan 





menerima wasiat merupakan hukuman tambahan dalam jarimah 
pembunuhan tidak sengaja. 
c. Hukuman Takzir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah 
takzir seperti penjara kurungan, pengasingan, ancaman, dan denda.
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Maksud pokok hukuman dalam Islam adalah memelihara dan menciptakan 
kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah. Dengan 
demikian hukuman yang baik adalah hukuman yang mampu memenuhi ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat (preventif) dan 
mampu menjerakan setelah terjadinya perbuatan (preventif). 
b. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman disesuaikan dengan kebutuhan 
kemaslahatan masyarakat. 
c. Memberikan hukuman bukanlah untuk membalas dendam namun untuk 
kemaslahatan. 
d. Hukuman merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya 
tidak jatuh dalam suatu maksiat. Karena seseorang akan terjaga dari 
perbuatan maksiat apabila memiliki iman yang kokoh, berakhlak mulia 
dan dengan adanya sanksi duniawi yang diharapkan mencegah seseorang 
kedalam tindak pidana. 
Macam-macam bentuk atau cara yang dapat dipergunakan dalam rangka 
mendidik anak dalam situasi kondisi dan obyek didik dapat kita gali dari al-
Qur’an. Mengingat obyek didik yang bermacam-macam serta situasi dan kondisi 
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yang berbeda-beda maka tidaklah bijaksana apabila dalam mendidik anak hanya 
mengandalkan satu metode saja. 
Di antara metode-metode dalam rangka memberikan sanksi kepada anak 
yang nakal antara lain: 
1. Metode Ta’lim, sebagaimana dikatakan Q.S al-Baqarah [2]: 31, 
                        
         
Terjemahnya: 
Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 
kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: 





Metode ta’lim secara harfiah artinya memberikan sesuatu kepada 
seseorang yang belum tahu. Metode ta’lim ini diterapkan terhadap obyek yang 
sama sekali belum punya gambaran atau pengetahuan tentang apa yang 
dihadapinya. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi 
tuntutan anak terutama kebutuhan rohaninya, baik dalam perintah maupun 
larangan yang telah ditetapkan dalam agama. 
2. Metode Tarhīb, sebagaimana dikatakan Q.S al-Anfal [8]: 60, 
                       
                       
                   
Terjemahnya: 
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Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu 
sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan 
persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang 
orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah 
mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya 





  Metode ini artinya menimbulkan perasaan takut yang hebat kepada lawan. 
Metode tarhib berarti suatu cara yang digunakan dalam mendidik anak dengan 
cara penyampaian ancaman kekerasan terhadap anak. Anak-anak yang nakal agar 
tidak meneruskan kebiasaan buruknya. 
 Metode tarhīb berarti tidak membenarkan secara semena-mena kepada 
orang tua untuk melakukan kekerasan pada anak-anaknya tanpa pengetahuan yang 
benar mengenai hal-hal yang telah dilakukan oleh anak. 
 Metode tarhib digunakan bilamana anak yang melakukan kesalahan sudah 
diperingatkan dengan cara memberitahu dan ternyata anak tidak mau 
menghentikan perbuatan buruknya bahkan menimbulkan kecemasan kepada orang 
lain. 
3. Metode Tagrīb 
Metode ini dapat dijadikan dasar bagi kita dalam memilih berbagai metode 
pendidikan dan pangajaran anak yang sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan hadis. 
Pendidikan dan pengajaran tidak hanya ditujukan untuk memberikan hal-hal yang 
menyenangkan kepada anak, tetapi juga menjatuhkan hukuman kepada anak bila  
bersalah. 
                                                 
22





Anak nakal dalam pengertian yang umum adalah mereka yang melakukan 
hal-hal negatif sebagai anak yang tidak melanggar ketentuan hukum negara 
ataupun agama. Misalnya anak suka membuat kotor di rumah.  
Adapun pengertian nakal dalam hukum adalah anak-anak yang sudah 
berani melakukan tindak pidana, sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa. 
Misalnya berani mencuri uang baik milik saaudaranya maupun milik orang lain. 
Dengan memperhatikan al-Qur’an dan sunnah Nabi saw, kita menemukan 
banyak metode yang dapat digunakan dalam upaya mendidik anak. Di antara 
metode tersebut adalah metode tagrīb, dalam metode tagrīb orang tua 
diperbolehkan memberikan hukuman kepada anaknya dan mengasingkannya 
untuk sementara waktu barangkali menitipkannya di rumah penampungan anak-
anak nakal. 
Penerapan metode tagrīb ini memang dilakukan untuk menghukum anak-
anak yang tidak dapat diatasi dengan cara yang halus seperti nasehat, teguran, dan 
ancaman. Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk memberi pertimbangan yang 
matang dari keluarga dekat lainnya sebelum menerapkan metode tagrīb demi 







ANALISIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
 BAGI ANAK-ANAK DALAM HUKUM PIDANA POSITIF PERSFEKTIF 
HUKUM PIDANA ISLAM 
  
A.  Kriteria Tindak Pidana bagi Anak-anak 
Sebagaimana sudah disebutkan dalam Bab sebelumnya bahwa banyak 
sekali Undang-undang maupun Pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi 
hukuman bagi anak-anak pelaku tindak pidana. 
Dalam beberapa Bab yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, terdapat Bab yang mengatur tentang 
pemidanaan terhadap batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan 
anak yaitu dalam Bab I Pasal 4. 
Sebelum membahas lebih jauh tentang batas usia seorang anak yang dapat 
dipidana, akan lebih menarik bila terlebih dahulu mencermati pengertian anak dari 
berbagai disiplin ilmu yang ada. 
Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak 
Bab I Pasal 4 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang dalam 
perkara anak telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan 
belum pernah kawin.
1
 Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, bila  
seorang anak telah melebihi batas usia anak yang telah ditentukan maka pelaku 
tersebut tidak dikatakan anak-anak lagi menurut hukum positif. Pernyataan 
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 Anonim, Undang-undang RI Peradilan Anak (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 





tersebut juga didukung oleh kalangan ahli psikologi yang mengungkapkan bahwa 
masa anak-anak merupakan masa progresif yang biasanya dimulai dari masa usia 
sekolah atau usia 7 tahun sampai usia 20 tahun. Namun terkadang batasan dari 
sifat anak-anak tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti karena hal ini 
berkaitan erat dengan sifat pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang 
dikerjakan sehingga istilah anak-anak akan terlepas dengan perkembangan dan 
kematangan jiwa seseorang. Hal ini dapat dimungkinkan sifat kedewasaan terjadi 
lebih lambat dari yang biasanya terjadi.
2
 
Para sosiolog juga tidak menyangkal batasan umur anak seperti yang 
disebutkan dalam Undang-undang Peradilan Anak. Akan tetapi usia anak-anak 
tersebut akan dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang terdapat di sekitar 
lingkungannya dan faktor lingkungan itulah yang sangat mempengaruhi terhadap 
pembentukan kepribadian seseorang. Sehingga kasusnya akan sama seperti yang 
telah diungkapkan oleh para ahli sosiologi. 
Sedangkan dalam fiqh Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap 
batasan usia anak-anak di samping banyaknya perbedaan pendapat di antara para 
ulama. Para ulama fiqh berijma bahwa seorang anak bila telah berihtilam maka 
dipandang balig. Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan haid atau kuat 
untuk hamil. Sebagaimana dikatakan Q.S An-Nur [24]: 59, 
                     
 ...  
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Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka 
meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. 




 Namun terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam penentuan umur. 
Ada tiga pendapat 
 tentang hal tersebut, yaitu: 
1. Mazhab Hanafi 
Mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang 
balligh sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Sebagaimana dikatakan Q.S 
An-am [6]: 152, 
                         ...    
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang 




 Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu 
Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan 
perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia 
awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan 
menjadi dewasa pada usia 17 tahun. 
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2. Mazhab Syafi’i dan Hambali 
Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan 
apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah 
ihtilam dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka 
keduanya dinyatakan telah balligh. Mereka juga berhujjah dengan apa 
yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi 
saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, 
kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah 
setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandak yang 




3. Jumhur Ulama Fiqh 
Bahwasanya usia balligh bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. 
Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan hal itu sering 
terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah 
ditentukan usia balligh yang dipandang usia taklif (usia pembebanan 
hukum). 
Sedangkan dalam literatur bahasa yang lain disebutkan juga anak dengan 
istilah mumayyiz yaitu anak yang mengerti maksud dari kata-kata yang 
diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 
tahun maka belum dikatakan mumayyiz. Hukum anak mumayyiz itu tetap berlaku 
sampai anak itu dewasa. Dewasa ini maksudnya cukup umur untuk berketurunan 
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 Muhammad Ali al-Sabuni, Rawai’ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min al-Qur’an, 
diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur’an (Cet. III; Bandung: 





dan muncul tanda-tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya pencapaian umur 
bagi laki-laki berusia 12 tahun sedang perempuan 9 tahun. 
Kemudian kalau anak sudah melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 tahun 
dan 9 tahun bagi perempuan namun belum tampak gejala-gejala bahwa ia sudah 
dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 tahun. 
Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan menentukan usia dewasa 
bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. dewasa dimaksudkan 
dengan umur 18 tahun karena usia tersebut dianggap telah matang dari segi 
kematangan fisik dan psikis. 
Istilah dewasa yakni sanggup bertindak dengan baik dalam mengurus harta 
dan menampakkan harta itu dengan pikiran yang sehat,  tindakan yang bijaksana, 
dan sesuai dengan peraturan agama. Dalam hal penetapan kata dewasa terdapat 
perbedaan, hal itu berdasarkan atas keadaan anak dan perkembangan masa yang 
dilaluinya. Apa yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh itu hanyalah standar 
yang relatif, dalam hal ini Fathy Zaghlul memberi penjelasan bahwa seorang anak 
dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki kemampuan sehingga ia mencapai usia 
mumayyiz hanya saja akal dan bakatnya masih tetap muda, belum kuat untuk 
menilai perbuatan-perbuatan yang dilakukannya walaupun melakukannya dengan 
sengaja. Namun kemampuan menilai itu baru diperolehnya setelah ia dewasa, 
yaitu setelah akalnya cukup memiliki kebijaksanaan dan pandangan yang jauh ke 
depan. 
Dalam menetapkan batas usia dewasa, perundang-undangan dewasa ini 





bagi laki-laki dan ini sudah berlaku sejak zaman Romawi dahulu di saat orang-
orang hidup dewasa dan bahaya belum begitu dikhawatirkan terjadi. Karena anak-
anak selalu dikelilingi oleh kerabatnya sehingga tidak ada motif untuk 
memperlambat batas kedewasaan anak-anak. Namun setelah masyarakat 
berkembang pesat dengan kemajuan diberbagai bidang kehidupan yang dapat 
memicu seorang anak bisa lebih cepat menjadi dewasa, maka batas usia dewasa 
dapat ditentukan lebih awal. 
Sehingga dalam hukum Islam yang lebih luas, hal tersebut tidak 
disebutkan secara terperinci dengan tidak adanya nas al-Qur’an yang membatasi 
batasan umur bagi anak-anak, secara umum hanyalah mengatur agar anak dijaga, 
dirawat, dan dididik sampai anak itu menikah, dalam Kompilasi Hukum Islam di 
Indonesia, pengertian anak dalam kaitannya dengan Pemeliharaan Anak (Bab XIV 
Pasal 98) adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, adapun bunyi 
lengkapnya sebagai berikut: 
 Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, 




 Jika Kompilasi Hukum Islam tersebut dianggap sebagai salah satu 
penafsiran yang sah atas hukum Islam, maka batasan yang diberikannya itu dapat 
disebut sebagai aturan Islam yang patut dipegang. 
 Menurut Abdul Wahab Khalaf, manusia dalam kaitannya dengan keahlian 
melaksanakan suatu tugas terbagi dalam tiga keadaan yaitu: 
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a. Manusia terkadang tidak mempunyai keahlian melaksanakan atau 
kehilangan keahlian. Dalam hal ini berlaku pada anak-anak yang 
masih kanak-kanak dan pada orang gila pada usia berapa pun. 
b. Manusia terkadang tidak sempurna dalam keahlian melaksanakan 
tugas, hal itu terjadi pada anak-anak yang baru mencapai usia 
mumayyiz atau masa sebelum menginjak usia balligh. 
c. Manusia terkadang sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal 
itu terjadi pada orang yang telah mencapai usia dewasa dan berakal. 
Jadi usia itu disebut dengan ahliyat al- ‘ada yang sempurna yang juga 
dapat dinyatakan dengan kedewasaan manusia atau akalnya.
7
 
Tingkatan pertama kesepakatan ulama mengatakan bahwa tidak adanya 
kemampuan menggunakan akal pikirannya bermula dari anak itu dilahirkan dan 
berakhir sampai berusia tujuh tahun. Tingkatan kedua menunjukkan adanya 
kemampuan untuk mempergunakan akal pikirannya, akan tetapi masih lemah. 
Tingkatan ini bermula dari anak berumur tujuh tahun dan berakhir sampai balligh. 
Adapun tingkatan ketiga menunjukkan bahwa kemampuan untuk mempergunakan 
akal pikirannya secara sempurna itu dimulai dari ballighnya seorang anak yang 
berumur 15 tahun (pendapat keumuman ulama fiqh) atau setelah berumur 18 
tahun (pendapat Abu Hanifah dan Masyhur Malikiyah). Menurut Imam Malik dan 
Abu Hanifah bahwa orang yang tidak pernah bermimpi (mengeluarkan mani) itu 
tidak dinyatakan dewasa kecuali bila telah sampai pada usia 17 tahun. Sedang 
dalam riwayat lain yang termasyhur dari Abu Hanifah adalah 19 tahun. Sehingga 
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dari pernyataan di atas terlihat bahwa keduanya lebih cenderung memilih usia 
anak dari pada ikhtilam itu sendiri.
8
 
Suatu perbuatan dinamakan jarimah (tindak pidana, peristiwa pidana atau 
delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau 
masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata 
aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal ini yang harus dipelihara 
dan dijunjung tinggi keberadaannya. 
Selain perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, 
perbuatan tersebut telah ditetapkan oleh negara dalam bentuk Undang-undang, 
demikian pula dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikategorikan 
sebagai tindak pidana (jarimah) apabila perbuatan tersebut telah diatur oleh nas. 
Undang-undang maupun nas tersebut tidak mempunyai arti tanpa adanya 
dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. 
Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman atau sanksi.  
Hukum pidana positif memandang bahwa seorang anak ketika melakukan 
perbuatan yang melanggar hukum itu dapat dipidanakan jika perbuatan tersebut 
mengandung beberapa unsur yakni: 
a. perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak 
b. perbuatan itu melanggar aturan atau norma 
c. perbuatan itu merugikan bagi perkembangan si anak tersebut. 
Ketiga unsur itu harus dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan sebagai suatu 
perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. 
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Adapun ketentuan sanksinya menurut hukum pidana positif terutama yang 
terdapat pada ketentuan Undang-undang Peradilan Anak No.3 Tahun 1997 terdiri 
dari: 
a. Pidana penjara (maksimal 10 tahun) 
b. Pidana kurungan  
c. Pidana denda 
d. Pidana pengawasan. 
Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun pidana 
seumur hidup. Adapun pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa 
perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti kerugian. 
Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal maksimal 
setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi dewasa. Demikian juga 
pidana denda dapat dijatuhkan setengah dari maksimum ancaman pidana denda 
bagi dewasa. Bila denda itu tidak dapat dibayar, maka wajib diganti dengan 
latihankerja selama 90 hari dengan jam kerja tidak lebih dari 4 jam sehari dan 
tidak boleh dilakukan di malam hari. 
Pidana pengawasan adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak 
yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap perilaku 
anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian 
bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. 
 Mengenai hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana, hukum 
pidana Islam tidak memberikan ketentuan yang jelas karena menurut hukum Islam 





dirawat sebaik mungkin. Sehingga ketika seorang anak melakukan perbuatan 
melanggar hukum maka  anak tersebut tidak dikenakan hukuman dan sebagai 
gantinya, yang menjalankan hukuman adalah orang tuanya. 
 
B. Pertanggungjawaban Pidana 
Suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana sebelum  
ada ketentuan Undang-undang yang melarang suatu perbuatan dan pelanggaran 
dari ketentuan Undang-undang tersebut berakibat pada pelaku tindak pidana untuk 
diminta pertanggungjawabannya, pengertian pertanggungjawaban pidana dalam 
syari’at Islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang 
telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari 
perbuatannya itu,
9
 pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban 
pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan 




Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum dapat berupa 
berbuat atau tidak berbuat. Pelaku jarimah dapat dihukum apabila perbuatannya 
dapat dipersalahkan. Setiap perbuatan pidana atau peristiwa pidana itu harus 
mengandung unsur-unsur sifat melawan hukum, perbuatan tersebut dapat 
dipersalahkan dan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dalam 
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 Abd. Salam Arief, Fiqh Jinayah (Yogyakarta: Ideal, 1987), h. 45.  
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hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum.
11
 Lebih lanjut dikatakan bahwa 
jarimah dapat dipersalahkan terhadap pelakunya apabila pelaku tersebut sudah 
berakal, cukup umur, dan bebas berkehendak. Dalam arti pelaku tersebut terlepas 
dari unsur paksaan dan dalam keadaan kesadaran yang penuh.
12
 
Konsep yang dikenakan oleh syari’at  Islam tentang pertanggungjawaban 
anak yang belum dewasa merupakan konsep yang baik sekali meskipun telah lama 
namun tetap menyamai teori terbaru di kalangan hukum positif. Menurut hukum 
Romawi yang mendasari hukum bangsa  Eropa sebagai bentuk hukum positif 
menyatakan bahwa apabila anak-anak sudah berusia 7 tahun maka ia dikenai 
pertanggungjawaban pidana. 
Sedangkan menurut syari’at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan 
atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh 




Unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam, yaitu:
14
 
a. Adanya nas yang melarang dan mengancam perbuatan itu 
b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah 
c. Si perbuat adalah mukallaf 
Pada dasarnya orang yang melakukan jarimah itu dihukum, tetapi ada yang 
di antaranya tidak dihukum karena mabuk, gila dan belum dewasa.
15
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Dalam syarat sahnya memberi hukuman kepada mukallaf ada dua syarat 
yang harus dipenuhi, yaitu: 
a. sang mukallaf harus dapat memahami dalil taklif yakni ia harus 
mampu memahami nas-nas hukum yang dibebankan al-Qur’an dan 
sunnah baik langsung maupun yang melalui perantara. 
b. Sang mukallaf harus orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan 
kepadanya, pengertian ahli secara etimologis adalah kelayakan atau 
layak. 
Oleh karena itu kedua syarat tersebut apabila telah terdapat pada seseorang 
maka ia dapat dikenai pertanggungjawaban. Jadi prinsip dasar dari kedua 
prinsip syarat tersebut adalah kemampuan membedakan dengan menggunakan 
akalnya. Tanggung jawab dapat diartikan bertindak tepat tanpa perlu 
diperingatkan. Sedang bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung 
dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Jelasnya pengertian tanggung 
jawab di sini adalah kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap 
tindakan akan mempunyai pengaruh bagi orang lain maupun bagi dirinya 
sendiri. Salah satu ciri dari perkembangan emosi dan sosial pada anak adalah 
adanya perasaan tanggung jawab yang tidak besar.
16
 
Tetapi batasan menurut ilmu pendidikan, lain lagi yaitu seseorang bila 
telah benar-benar dewasa jasmaniah dan rohaniyahnya. Untuk lebih jelasnya ada 
beberapa aspek penting yang merupakan faktor-faktor kedewasaan, yaitu:
17
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a. Aspek kejasmanian yang meliputi tingkah laku luar yang tampak seperti 
cara berbuat, berbicara.  
b.  Aspek kejiwaan seperti cara berpikir dan merasa, sikap, minat dan  lain 
sebagainya yang merupakan aspek-aspek yang tidak mudah nampak. 
c. Aspek kerohanian yang meliputi aspek kejiwaan dan lebih abstrak lagi 
seperti filsafat, pandangan hidup, kepercayaan dan sistem nilai-nilai. 
Jadi seseorang yang mampu bertanggung jawab dan telah dapat 
memutuskan baik buruknya itu serta mampu mengatur dan mengontrol dirinya 
sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya yakni Islam, maka dengan itu 









1. Batas usia anak Menurut hukum pidana positif, yaitu dalam Undang-
undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sanksi hukuman 
pidana bagi anak dibedakan menjadi tiga yaitu Di bawah usia 8 tahun, 
tidak diajukan ke sidang pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana 
hanya dikenakan pengawasan. Usia 8 hingga 12 tahun, diajukan ke sidang 
pengadilan dan tidak dikenai hukuman pidana namun dikenakan tindakan 
dan Usia 12 hingga 18 tahun, diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai 
hukuman pidana. Hukuman pidana maksimal setengah dari hukuman 
orang dewasa baik pidana kurungan maupun hukuman penjara. Sedangkan 
menurut Persfektif hukum pidana Islam, perbuatan anak dapat dianggap 
melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi 
pertanggungjawaban. Sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak 
bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman 
pokok melainkan hukuman takzir. 
2. Persamaan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan 
persfektif hukum pidana Islam yakni Menetapkan perbuatan pidana yang 
dilakukan anak-anak menurut asas  legalitas. Menetapkan faktor akal dan 
faktor kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab serta 
memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang 
melakukan tindak pidana, sedangkan perbedaan pertanggungjawaban 





adalah Dasar hukum, Hukum positif berdasarkan pada KUHP Pasal 44, 
45, 46, dan 47 serta Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Anak sedangkan hukum Islam berdasarkan pada al-Qur’an, Hadis Rasul, 
Ijmā’ dan Ijtihad hakim. batasan usia dan alternatif hukuman Dalam 
hukum positif batasan usia anak adalah di bawah 18 tahun dengan  
alternatif dibawah 8 tahun, dilakukan penyidikan kemudian dikembalikan 
kepada orang tua atau diserahkan kepada Departemen Sosial. Usia 8 
hingga 12 tahun, diajukan ke sidang pengadilan, kemudian dikembalikan 
kepada orang tua atau diserahkan kepada negara atau diserahkan kepada 
Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan dengan dapat 
disertai teguran dan syarat tambahan serta Usia 12 hingga 18 tahun, 
diajukan ke sidang pengadilan dan dikenai hukuman pidana dengan 
ketentuan maksimum pidana pokok dikurangi setengah atau sepertiga 
menurut Pasal 47 KUHP atau tindakan sebagaimana yang diperlakukan 
bagi anak usia 8 tahun hingga 12 tahun Sedangkan dalam Persfektif 
hukum Islam, batas usia anak adalah di bawah 15 tahun atau 18 tahun 
dengan alternatif dibawah 7 tahun, bebas dari hukuman pidana dan 
hukuman pengajaran tetapi dikenai pertanggungjawaban perdata serta 
Usia 7 hingga 15 tahun atau 18 tahun, bebas dari hukuman pidana tetapi 







 Saran-saran yang sepantasnya disampaikan oleh penyusun di dalam 
skripsi ini yaitu: 
1. Perlunya sosialisasi dan penyadaran hukum baik tentang Persfektif hukum 
pidana Islam maupun hukum pidana positif yang berkaitan dengan batas usia 
anak dan pertanggungjawaban pidananya kepada masyarakat agar dapat 
memberikan perlindungan kepada anak nakal secara benar. 
2. Perlunya pengkajian ulang oleh praktisi hukum tentang hakikat hukuman bagi 
anak nakal yang tidak mangabaikan dimensi sosiologi dan psikopedagogis, 
karena hal tersebut merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dari 
akibat setelah diterapkannya suatu hukuman yang pada akhirnya hukuman itu 
sesuai dengan keadilan yang berlaku dalam masyarakat  
3. Sepantasnya dikembangkan pemikiran tentang pertanggungjawaban 
struktural/fungsional. Artinya pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk 
mempertanggungjawabkan dan membina anak sebagai pelaku kejahatan, akan 
tetapi juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan mencegah pihak-
pihak lain yang secara struktural atau fungsional mempunyai potensi dan 
kontribusi besar untuk terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak. 
Demikianlah pembahasan skripsi ini. Semoga kerja keras penyusun dalam 
menyelesaikan tugas akhir ini mendapatkan ridha-Nya dan pahala dari-Nya. 
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